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TENTANG |

PENETAPAN BATAS JUMLAH SPP uP DAN SPP GU

= SETIAP SKPD DI PEMERINTAH. KABUPATEN BENGKALIS

. Menimbang :

TAHUN ANGGARAN 20 14

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA} et

BUPAT I BENGKALIS

i'a bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 201 Peraturan,
- “Menteri Dalam ‘Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman.
Tl Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan batas -
S Jumlah SPP UP dan SPP GU Satuan Kerja Perangkat Daerah; e

Lo ! i
- .ﬁ;.bahwa berdasarkan pertlmbangan ‘ sebagalmana dlmaksud;f
. huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkalis
. tentang Penetapan Batas Jumlah SPP UPl dan SPP GU Setiap
-~ SKPD d1! Pemermtah Kabupaten Bengkahs Tahun Anggaran' '
S e ";’}"2014 % R ; ; % 2 :
Mengingat : k.*Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan‘ o,
oo oo o Daerah. Otonom Kabupaten dalam Llngkungan Daerah Propinsi -
‘_;)}Sumatera Tengah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun"« g
\;‘{'1956 Nomor 25); ‘ e - : S
Undang-Undang Nornor 17 Tahun 2003 teritang Keuangan
-~ “Negara (Lembaran Negara Republik - Indonesia Tahun 2003 " -
. Nomor 47, Tambahan Lcmbaran Negara Repubhk Indonesm_ e
 Nomor 42[86) o " . 2
;:’:Undang—Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan .

' " Negara (Lembaran ‘Negara Repubhk Indone31a Tahun - 2004

  ’ Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Repubhk ‘Indonesia
"}‘Nomor4355), S » ; : o

" g;TUndang—Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerlntahan :

i Keuangan a
. Negara- Repu

- Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indones1a Tahun 2004 .
~ '_',_j_:;;"fNornor 125, ’I‘ambahan Lembaran Negara 'Republik Indonema, S
. 'Nomor - 4437) ‘sebagaimana telah d1ubah terakhir ' dengan '
' 'Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan -~ -
" “Kedua atas Undang — Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
- Pemermtahan Daerah (Lembaran Negara ‘Republik Indonesia :
. Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Repubhk‘ B
o ;f}Indonema Nomor 4844);, . z '
k.“:Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perlmbangan e
ntara - Pemerintah Pusat dan | Daerah (Lembaran’'
blik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan L

Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomon 4438),

| Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan;

;;_‘Peraturan' Perundang -undangan - ( Lembara :
= ~’Indones1a| Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara S

B f':Repubhk Indonesna Nomor 5234), e R

n Negara Republik -




10.

13

Peraturan Pemerlntah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana‘,
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indones1a Tahun 2005

~ Nomor 137 , Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesmt
j~Nomor4575), A SR T T TR R §

. Peraturan I Pemermtah Nomor 58 - Tahu}l 2005 tehtang- e
“Pengelolaan Keuangan Daerah | (Lembaran | Negara Repubhk =

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indoneswl Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan’ '
 Lembaran Negara Republik Indones1a Nomor 4578) : '

. Peraturan I‘Demermtah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
, Pembmaan[ dan: Pengawasan v Penyelenggaraan Pemerintah
. Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indone31a Tahun 2005
- Nomor 4593) 5 . ; :

;'Peraturan Pemerlntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembaglan
~-Urusan- Pemermtahan antara Pemerintah, Pemerintahan’ Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaranf :
; Negara Repubhk Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan -
: “lembaran Nlegara Repubhk Indone31a Nomor 4737), : :
11, Peraturan Menteri Dalam Neger1 Nomor 13 Tahun 2006 tentang- '
-~ Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagalmana telah
~diubah- terakhlr dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun »2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

a Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

12,

f,"iPengelolaan Keuangan - Daerah (Lembaran LNegara ‘Republik
VIndonesw. Tahun 2011 Nomor 310), e * L o

‘Peraturan Daerah Kabupaten Bengkahs Nomor 07 Tahun 2008 £
- tentang Penyelenggaraan Urusan Pemermtahan Daerah

o Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkahs

Menetapkan :

' 1.
2.

_ Dalam Peraturan Bu]patl ini yang dlmaksud dengan '

Bupatl adalah Bupat1 Bengkahs

“Tahun 2008 Nomor 07);.

:Peraturan Daerah Kabupaten Bengkahs Nornor 03 Tahun 2009
.+ tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran‘_f _
. Daerah Kabupaten Bengkahs Tahun 2009 Nomor 03),

. \
S
i

! MEMUTUSKAN o l

‘~ PERATURAN BUPATI BENGKALIS TENTANG PENETAPAN BATAS B
, JUMLAH SPP UP DAN SPP GU SETIAP SKPD DI PEMERINTAH =
R KABUPATEN[ BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2014 o o

BABI f ~
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Pemermtah Daerah adalah ‘Bupati dan perangkat daerah sebaga1

unsur penyelenggara pemermtahan daerah. f: 7
.-,Satuan Kerja Pell‘angkat Daerah yang selanJutnya dlslngkat SKPD

adalah perangkat‘ daerah pada Pemerintah Daerahtselaku pengguna"
anggaran atau penggguna barang S e s ,.\1 ‘

Anggaran Kas adalah’ dokuen perklraan arus kas masuk yang»

- bersumber dari penerlmaan dan perkiraan arus kas keluar untuk

" mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanal pelaksanaan

»keglatan dalam setlap perlode ER Lolp !

, |
|




.'Pengguna Anggaran/Pengguna Barang adalah Kepala SKPD selaku
: Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang ~

. Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang adalah kepala
" unit kerja yang - berada dibawah langsung kepala SKPD yang ditunjuk

i .berdasarkan pertlmbangan kompeten31 jabatan, anggaran kegiatan,
 beban kerja, . loka81 dan -atau rentang kendah dan pertlmbangan

' Ob_] ektif lalnnya

. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya dlslngkat BUD adalah'

- PPKD yang. bertlndak dalam kapa31tas sebaga1 ‘Bendahara Umum

- keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD secara

: Daerah

, .:_Bendahara Pengeluaran SKPD adalah PNS non struktural yang
- ditunjuk oleh Kepala SKPD, diusulkan oleh  PPKD dan dltetapkan‘

dengan Keputusan - Bupat1 ~untuk menerlma ‘menyimpan, .
membayarkan menatausahakan dan mempertanggung]awabkan uang .

. administratif kepada SKPD dan secara fungsmnal kepada BUD.

. SPP. Uang Persedlaan yang selanjutnya dlslngkat SPP -UP. adalah

~dokumen " yang | dlajukan ~oleh bendahara pengeluaran untuk
& permintaan uang muka kerja ‘yang ber31fat pengisian  kembali

10 |
'~ dokumen yang | diajukan oleh- bendaharan : pengeluaran untuk

_(revolvmg) yang tldak dapat dllakukan dengan pembayaran langsung

SPP Ganti Uang aersedlaan yang selanjutnya dlsmgkat SPP-GU adalah'

- permintaan pengganti uang persedlaan yang tldak dapat dllakukanf '

i dengan pembayaran langsung

yt
| BaBI |
UANG PERSEDIAAN SKPD

Pasa12 R

_:(1) Besaran | uang persedlaan E SKPD 5 dltetapkan dengan

_ mempertlmbangkan anggaran kas SKPD yang telah disusun dan

- disesuaikan. dengan kapas1tas kas daerah pada awal tahunr

anggaran

v:'(2) Anggaran kas SKPD sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) |

- merupakan anggaran kas untuk rencana penarlkan dana selain
.rencana pembayaran langsung ' :

: (3) Uang persedlaan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dlusulkan .

~oleh PPKD selaku BUD kepada Bupat1

( )Uang persedlaan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) d1tetapkan

pada awal tahun anggaran

5 P

Pasal 3 {

: (1) Dalam hal anggaran kas SKPD sebagalmana dlmaksud dalarn Pasal |

2 ‘ayat (2). belum disusun oleh SKPD yang 'disebabkan oleh

keterlambatanI pengesahan Peraturan Daerah" tentang APBD

“dilakukan pertlmbangan laln untuk menentukan besaran uang FaT

persedlaan ,'_, et e e T ,;.

_;(2) Pcrtlmbangan 1a1n sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dllakukan '

‘dengan mempert1mbangkan batas _]umlah SPP UP dan SPP GU
© pada tahun: anggaran -sebelumnya dan _]umlah aloka31 anggaran

pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran - B

g :
Berkenaan yang dlsusun :

. |
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~ Dlundangkan di. Bengkahs
~ -pada tanggal - ST
. _SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

| "BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2013 NOMOR

'~ Pasal4

'"’(1) Besaran uang persedlaan SKPD sebagalmana‘ ‘dimaksud dalam
" Pasal 2 ayat (2) dlgunakan sebagal batas Jumlah SPP UP dan SPP
GU. setlap SKPD : ‘ :

o (2) Batas Jumlah‘ SPP UP dan SPP GU sebagannana dlmaksud pada
- ayat (1) merupakan batas tertinggi yang dlajukan oleh bendahara

pengeluaran SKPD kepada pengguna/ kuasa pengguna anggaran '
melalul PPK SKPD. z

a (3) Batas Jumlah SPP UP dan SPP GU sebagalmana dimaksud- pada
ayat (2) tercantum dalam lampiran - Peraturan Bupati ini dan

‘ merupakan baglan yang tldak terplsahkan dalam Peraturan Bupatl‘-
;1n1.'

i
! Pasal 5

g

'F;,Pengajuan SPP -UP. dan SPP GU berpedoman pada ketentuan'
: Peratuan Bupat1 1n1

Pasal 6
E Peraturan Bupat1 1n1 mula1 berlaku pada tanggal dlundangkan
‘ "Agar setlap : orang dapat mengetahu1 memerintahkan

f ;pengundangan - Peraturan- Bupati ini dengan penempatannya
5 vdalam Berlta Daerah Kabupaten Bengkahs

Dltetapkan di Bengkahs
pada tanggal 31 Desember 2013

et

H BURHANUDDIN
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o LAMPIRA_N PERATURAN BUPATI BENGKALIS

-~ NOMOR
| ' 53 TAHUN 2013
’TANGGAL 37 Desember 2013

PENETAPAN JUMLAH SPP-UP DAN SPP GU SKPD TAHUN ANGGARAN 20 14

: JUMLAH UANG -

Of . oy

TORAIAN SRS

! PERSEDIAAN

|pinas pendidikan '~ 12,000,000,000.00 |

b

2

{

Dinas Kesehatan ;

|Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkahs R 2,100,000,000.00

Rumah Saklt Umum Daerah Kecamatan Mandau .

}

{ |
.|| 2,200,000,000.00

{

~1,100,000,000.00

|Dinas Pekerjaan Umum B

| ESRE

~2,000,000,000.00

Dinas Tata Kota; Tata Ruang dan Pemukiman

2,600,000,000.00

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

| 1,400,000,000.00

 |Dinas Perhubungan Komumka31 dan Informatlka

1,600,000,000.00

ol |~N|oja|s{w ‘t\'? A

Badan Lingkungan Hldup

600,000,000.00

b
o

Dinas Pasar dan Kebers1han* "

H
i
|
|
i
i
|
i
i
1
{
H

2,700,000,000.00

[
—

Dlnas Kepcndudukan dan Pencatatan Slpll

500,000,000.00

w,

— : ,
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

700,000,000.00 |

13

Dinas Sosial =~ }

1,400,000,000.00

14

Dlnas Tenaga Kerja dan Transm1gra31 e

'1,000,000,000.00.

15

Dinas KoperaSI Usaha Mikro; Kec11 dan Menengah

900,000,000.00

16

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perlzlnan Terpadu

800,000,000.00 -

17

Dinas Kebudayaan; Pariwisata; Pemuda dan Olah Raga

~1,700,000,000.00

|20

18 |Badan Kesatuan Bangsa dan Politik i 600,000,000.00
19 |satuan Polisi Pamong Praja | | 800,000,000.00

700,000,000.00

21

!;.

Sekretariat Daerah . o

Badan penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran| |

©12,000,000,000.00

.22

SékfétariatDPRD_;" : - ﬁ |

. 3,100,000,000.00

123

- 700,000,000.00

Badan Penelitian dan Péngi?mbanéan e L

Inspektorat

700,000,000.00

25

Dlnas Pendapatan Daerah

©1,000,000,000.00

Kecamatan Bengkahs A"

350 000,000. 00

' '850,000,000.00

28

' .300,000,000.00

|29

Kecamatan Bukit Batu

Kécamatan Rupat

300,000,000.00

|

I

z N

Ke_‘c‘amatan:Maridau 5 R

| i

|

]

|

250,000,000.00

: 30

Kec’amétah Bantan




N
|33
| 34

L,
> {‘

Kéycématan Pinggir T T T R s e e

300,000,000.00

Kecamatan Siak Kecil - |

250,000,000.00

Keca'm'atanv Rupat;Uté.raj -

300,000,000.00

Badan Pengelola Perbatasan.

350,000,000.00

35

Badan Kepegawaian Daerah

900,000,000.00

136

i

Badan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

800,000,000.00

37

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

900,000,000.00

38

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

- 5,000,000,000.00

39

Badan PerpuStakaan‘.Umum‘§ Alijsip dan ljokumenta'Si :

© 550,000,000.00

40

Dinas Pertanian dan Pqterhakain

750,000,000.00

141

Dinas- PerkébUnan'dan Kehutéina_h' i

*1,200,000,000.00

42

Dinas Pertambangan dan Energl :

850,000,000.00

43

Dinas Kelautan dan Perlkanan

- 1,500,000,000.00

|44

Dinas Perindustrian dan Pefdaéangén

1900,000,000.00

% « -~ JUMLAH

71,500,000,000.00
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